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1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Seluruh Indonesia

2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

4. Pimpinan Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit

5. Pimpinan Lembaga Penyelenggara Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium

Kesehatan, dan Unit Pengelola Darah

6. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Bidang Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/1030/2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN SERTA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM RANGKA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Salah satu penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan secara
global adalah penyelenggaraan rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik
merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, yang dibuat dengan
menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik ini menjadi tempat penyimpanan
informasi elektronik berisi status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien
sepanjang hidupnya. Penerapan rekam medis elektronik tentunya akan membantu
tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola data pasien untuk kebutuhan pelayanan
kesehatan sehingga akan meningkatkan mutu pelayanan dan menciptakan pelayanan
yang memperhatikan keselamatan pasien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam
Medis, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan rekam medis
elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri dimaksud paling lambat pada tanggal 31

Desember 2023. Penyelenggaraan rekam medis elektronik sebagai basis pengolahan
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data kesehatan nasional merupakan salah satu implementasi transformasi kesehatan
khususnya pilar keenam yaitu Transformasi Teknologi Kesehatan. Penyelenggaraan
rekam medis elektronik mencakup pencatatan layanan melalui sistem rekam medis
seperti Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Sistem Informasi Manajemen Klinik (SIMKIinik),
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit General Open Source (SIMRS-GOS) atau
sistem lainnya termasuk pencatatan layanan luar gedung melalui Aplikasi Sehat
IndonesiaKu (ASIK) atau sistem daerah yang mengikuti standar Platform SATUSEHAT.
Penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan harus
memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan yang mana data yang diproses pada
rekam medis elektronik tersebut merupakan data pribadi spesifik mengacu pada Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu data rekam
medis wajib terintegrasi dengan Platform SATUSEHAT yang merupakan Sistem Informasi
Kesehatan Nasional (SIKN) yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan dengan
tujuan untuk mengintegrasikan dan menstandarisasi seluruh Sistem Informasi Kesehatan
(SIK) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan. Data yang terintegrasi dengan Platform SATUSEHAT akan mempermudah
pasien dan masyarakat mengakses data kesehatan dirinya dari berbagai fasilitas
pelayanan kesehatan melalui SATUSEHAT mobile atau untuk tujuan rujukan, pelayanan
kesehatan, surveilans kesehatan, dan penyusunan kebijakan.
Surat Edaran ini bertujuan agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan
menyelenggarakan rekam medis elektronik dan melakukan integrasi dengan Platform

SATUSEHAT sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 156);

5.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
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Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan
Strategi Transformasi Digital Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/133/2023 tentang
Integrasi Data Kesehatan Nasional melalui SATUSEHAT.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa ketentuan

penyelenggaraan rekam medis elektronik sebagai berikut:

1.

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis
elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan rekam medis sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

a. rekam medis elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan,
fasilitas pelayanan kesehatan secara mandiri, atau penyelenggara sistem
elektronik melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. pencatatan layanan luar gedung termasuk pelaksanaan imunisasi melalui
Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) atau sistem informasi daerah sesuai modul
yang tersedia yang mengikuti standar dan terintegrasi ke dalam SATUSEHAT
bagi Puskesmas.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik sesuai dengan kewenangan

masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

angka 3, Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan mengenakan

sanksi administratif terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak

menyelenggarakan rekam medis elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 4 berupa:

a. Teguran tertulis, bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum
menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan Platform
SATUSEHAT sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

b. Rekomendasi penyesuaian status akreditasi, bagi fasilitas pelayanan
kesehatan yang:

1) telah menyelenggarakan rekam medis elektronik namun belum terintegrasi
dengan Platform SATUSEHAT sampai dengan 31 Maret 2024.

2) telah menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terkoneksi dengan
Platform SATUSEHAT namun data kunjungan pasien kurang dari 50%
(lima puluh persen) terkirim ke Platform SATUSEHAT sampai dengan 31
Juli 2024.
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3) telah menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terkoneksi dengan
Platform SATUSEHAT dan data kunjungan pasien kurang dari 100%
masuk dalam Platform SATUSEHAT sampai dengan 31 Desember 2024.
4) belum melaksanakan pencatatan layanan luar gedung sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf b sampai dengan tanggal 31 Desember
2023.

c. Rekomendasi pencabutan status akreditasi, bagi fasilitas pelayanan
kesehatan yang tidak sama sekali melaksanakan ketentuan angka 2 huruf a

dan huruf b paling lambat 31 Juli 2024.
6. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 5, Menteri melalui
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dapat meminta pengenaan sanksi berupa
pencabutan perizinan berusaha kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
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